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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, schingga Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023-2026, dapat diselesaikan sesuai
waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaren dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini,
visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor
Camat Solor Timur untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Solor Timur serta sebagai -
dasar untuk melakukan evaluasi kinerja sclama tiga tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023-2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan

menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Solor
Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor

Camat Solor Timur di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai
kita.

Menanga, Februari 2022
1CA SOLOR TIMUR,

[

Abdul Wahid Bapa Ana, SE.M.Si
PEMBINA TK.I
5 NIP. 196608162000031008
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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokuman perencanaan
lima tahunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah maka
Kecamatan Solor Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kembali
Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri
nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya
menginstrusikan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun
Dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31
Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan
Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024.

Scjalan dengan hal terscbut diatas, maka Kecamatan Solor Timur menyusun Renstra Kecamatan
Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana strategis Kantor Camat Solor Timur merupakan langkah awal untuk melaksanakan
mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap
lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan
memperhitungan kekuatan (strenghs), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan
tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses
dan hasil yang ingin dicapai dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya
manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.
Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan diimplementasikan ke dalam
rencana kerja (Renja) SKPD tabunan .

Ketcrkaitan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan
lainnya dan dokumen penganggaran scbagaimana terlihat pada gambar berikut.

Hal. 4



Rencana Sirategis 2023 - 2026

Gambar
Hubungan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran
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Landasan ukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Solor Timur adalah:

L

o

10.

11.

12.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangkah
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun2 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangkah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah
Dacrah dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Beserta
Pemutakhirannya;

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis
pengelolaan keuangan daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2022;

Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-
2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 01 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
‘l'imur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rancana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara timur tahun 2018-2023;

Peraturan Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Ti mur Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027

Peraturan Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 sistem perencanaan
pembangunan daerah kabupaten flores timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Darerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

Hal. 6



1.3.

1.4.

16.

17.

18.
19.
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Flores Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor
0140);

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang rencana
pembangunan jangkah menengah dacrah kabupaten flores timur tahun 2017-2022 ;

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan

Peraturan bupati floves timur nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Solor Timur adalah : Sebagai

dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan
Kecamatan Solor Timur periode Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada RPD Kabupaten Flores
Timur tahun 2023-2026 yang sclanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan Solor Timur Tahun 2023-2026. Sedangkan tujuan penyusunan dari
Rencana Strategis Kecamatan Solor Timur adalah :

1.
r X
3.

Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan Solor Timur
menggambarkan kondisi umum kecamatan Solor Timur

menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah ( Renja PD) dan
perencanaan penganggarannya.

menyediakan tolak ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja
perangkat daerah.

memudahkan seluruh aparatur pemerintah kecamatan dan stakeholder untuk memahami
strategi dan arah kebijakan pembangunan perangkat daerah.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Solor Timur adalah :

Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Kecamatan,
schingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam
program;

memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan So}or Timur
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang
sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran
program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,

Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam mene'ntul_can prioritas
program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam mereah.sas:kar.l rencana
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta men-yedla.kan. indikator-
indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadaP
pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil
(outcome) yang dicapai.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga
beriujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun
program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Solor Timur adalah sebagai berikut:

Babl. Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra,
landasan hukum serta sistematika penulisan;
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Bab 2. Gambaran Pelayanan SKPD; memuat tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumberdaya
aparatur, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur,
peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

Bab 3. Permasalahn dan Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD memuat analisis
permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil
kepala dacrah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan
SKPD yang mewmpengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka
menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi; faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau
dari implikasi RTRW; schingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui
Renstra SKPD tahun berjalan.

Bab 4: memuat strategi dan arah kebijakan,

Bab 5: memuat rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif.

Bab 6: Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan SKPD yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran.

Bab 7. Penutup
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BAB 11
GAMBARAN UMUM
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Solor Timur

Secara Administrasi Kecamatan Solor Timur terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
KDH Tk. I NTT tanggal 31 Mei 1999 No. Pem. 66/1/32 tentang Pemekaran Kecamatan di
seluruh propinsi NTT, ternasuk 5 buah kecamatan di Kabupaten Flores Timur ditingkatkan
menjadi 13 kecamatan, dan 3 diantaranya adalah kecamatan :

1. Kecamatan Solor Timur dengan Ibu Kota Menanga.

2. Kecamatan Wulanggitang dengan Ibu Kota Boru, dan

3. Kecamatan Tanjung Bunga dengan Ibu Kota Waiklibang.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan Peraturan Bupati Flores Nomor 98 Tahun 2016, Kecamatan Solor Timur dipimpin oleh

seorang Camat, seorang sckretaris, 2 orang kepala seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 6 staf
Fungsional Umum.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Solor Timur sesuai Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun
2016 adalah sebagai berikut:

Camat
[
Sekretaris :
S
! [
: l I
: ' Sub Bagian :
! Sub Bagian Program,
: Um;f’p;};“‘f;’igi" g Data & Evaluasi:
1
]
1
e - B E A it N TR i ':
: ! ] 1
1 ] ) 1
| | [ |
Seksi Seksi Kesos &
Pemberdayaan Seksi Pelayanan
Seksi Pemerintahan Seksi Trantib Masyarakat Desa Perekonomian Umum

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan
kepada para camat.
a. Tugas Pokok SKPD Kecamatan Solor Timur

1) CAMAT
1. Mcngkoordinasikan  penyusunan rencana  kerja Kecamatan, meliputi
Kesckretariatan, Scksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Scksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan
Sosial, dan Seksi Perekonomian;
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25.

20.
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Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan;

Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan;
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (LPPD) Kecamatan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan kinerja
keuangan,

Merumuskan Pedoman Kerja atau sistem prosedur kerja Kecamatan;
Mendistribusikan tugas kepada Sckretaris dan Kepala Seksi sesuai tugas pokok
dan fungsi;

Menyelenggarakan  koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan
keterpaduan dan kescrasian herja unit;

Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional unit;

- Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangannya untuk keabsahan

naskah dinas;

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan;
12.
13.
14,
15.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
Mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan pemberdayaan masyarakat;
Mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan perekonomian;

Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat
Kecamatan;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali
kota;

Menyelenggarakan pelayaran masyarakat di wilayah kecamatan sesuai
kewenangan yang dimilikinya;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang
ada di kecamatan;

scbagian Urusan Pemcrintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui
kinerja bawahan;

Melakukan Pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;

Mengevaluvasi pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta
upaya pemecahan masalahnya;

Melaksanakan Tugas lain sesuai yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan;

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara
lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
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2) SEKRETARIS KECAMATAN

3)

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Mengarahkan Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian berdasarkan tugas,
permasalahan dan kebijakan;
Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan usulan sub bagian dan
skala prioritas untuk bahan perumusan renstra unit;
Menyusun reacana pelaksanaan program kesekretariatan berdasarkan renstra
Kecamatan;
Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
Mengkoordinasikan Peniyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan;
Merumuskan dan Menetapkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (LPPD) Kecamatan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan kinerja
kevangan Kecamatan;
Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian sesuai tugas pokok dan
fungsinya;
Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program utnuk mewujudkan
keterpaduan dan keserasian kerja;
Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional sekretariat
dengan membimbing, mengawasi untuk optimalisasi tugas;
Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian rencana dan
Program Kerja Kecamatan;
Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan tugas kegiatan;
Mengendalikan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan rumah
tangga, maupun surana dan prasarana;
Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui
kinerja bawahan;
Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;

engevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta
pemecahan masalah;

17. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
19. tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

.

w N

adibe -l

Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan
penyusunan RENSTRA unit;

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;

Menyusun rencana kebutuhan barang;

Melakukan pendataan asct sesuai tahun pengadaan;

Menyusun rencana anggaran dan belanja Dinas;

Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan, sesuai RENSTRA;
Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran, sesuai data keuangan yang
akuntabel,

Menyusun laporan keuangan;
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12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
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Menyiapkan  bahan  dalam  rangka  penyusunan DUK, KARPEG,
KARIS/KARSU,TASPEN, BAPEGTARUN;

Menyiapkan dan mengorcksi bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan; '
Melaksanakan administrasi kepegawaian organisasi;

Mclaksanakan administrasi barang dan asct;

Menyiapkan dan merekapitulasi daflar hadir pegawai sesuai data absensi harian;
Melaksanakan administrasi surat menyurat;

Menghimpun data pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, sesuai usulan
unit-unit

Menyusun Analisis Jabatan Dinas;

Menyusun Aualisis Beban Kerja Dinas;

Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui
kinerja bawahan;

. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja
.Mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan sub bagian umum, Keuangan dan

kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian umum,

keuangan dan kepegawaian;

. Mclaksanakan tugas lain yang diberikan sckretaris scsuai bidang tugasnya;
. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai

data dan bahan pertimbangan atasan.

Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

:

o B O S o

10.

11

12.

13,
14.

Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan

_penyusunan RENSTRA unit;

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;

Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;

Menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan;

Menyusun Laporan Ketcrangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan;
Menyiapkan bahan Pengawasan Melekat, Budaya Kerja dan Kinerja Keuangan
berdasarkan rencana kerja;

Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui
kinerja bawahan;

Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian program, data dan evaluasi
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;

Mecrumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian program,
data dan evaluasi

Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai
data dan bahan pertibangan atasan.
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5) KEPALA SEKSI PEMERINTAIAN

6)

1. Menyusun rencana kegiatan Scksi Pemerintahan;

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan
RENSTRA unit;

Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
Menyelenggarakan  koordinasi  pelaksanaan  program  untuk  mewujudkan
keterpaduan dan kescrasian kerja;

. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk

optimalisasi tugas; :

Mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
agar tertib administrasi;

Menyelenggarakan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa serta
perangkat-perangkatnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;

Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan
dan menyiapkan alternative pemecahan masalah mengacu kepada peraturan yang
berlaku demi kelancaran pelalisanaan tugas;

Mcnyiapkan bahan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan
kesatvan bangsa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
terkait dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar kegiatan terlaksana
dengan baik;

Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui
kinerja bawahan;

Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;

Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta
pemecahan masalahnya;

Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai
data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.
2

Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan
RENSTRA unit;

Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
Menyelenggarakan  koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan
keterpaduan dan keserasian kerja;
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17.
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19.
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Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk
optimalisasi tugas;

Mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;

Melakukan inventarisasi pernmasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan
ketertiban dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada
peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di wilayah kecamatan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menyiapkan bahan koordinasi penegakan Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan
Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya
diwilayah Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan
kcgiatan penyclenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah
Kecamatan agar kegiatan terlaksana dengan baik;

. Menyiapkan bahan koordirasi dengan instansi terkait mengenai program dan

kegiatan penyclenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di  wilayah
Kecamatan agar kegiatan terlaksana dengan baik;

Mengevaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan
laporan untuk penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan;

Melaksanakan pembinaan terhadap Linmas yang berada di wilayah kerja
kecamatan agar pclaksanaan tugas berjalan dengan baik;

Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui
kinerja bawahan;

Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;

Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta
pemecahan masalahnya;

Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai
data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan
RENSTRA unit;

Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit,
Menyelenggarakan  koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan
keterpaduan dan keserasian kerja;

Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk
optimalisasi tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program,
Menyiapkan bahan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai
peraturan dan kondisi kemasyarakatan untuk mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;

Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lomba Desa
scsuai prosedur dan ketentuan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
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Menyiapkan bahan penyclenggaraan Musyawarah Pembangunan Daerah tingkat
Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan untuk keberhasilan pelaksanaan
kegiatan;

Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan pembangunan desa;
Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan di Desa;
Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui
kinerja bawahan;

Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;

Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta
pemecahan masalahnya;

Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai
data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

8) KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1
2.

3

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan
RENSTRA unit;

Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan
keterpaduan dan keserasian kerja;

Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk
optimalisasi tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
Menyiapkan bahan koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan
Umum;

Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan bidang kepemudaan,
peranan wanita dan kegiatan olahraga;

Menyiapkan bahan koordinasi  Pelaksanaan Pembinaan bidang kehidupan
keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan bidang kesehatan masyarakat dan
keluarga berencana;

Melaknkan urasan umum yang meliputi pendataan kekayaan dan inventaris desa,
peineliharaan kebersihan serta sarana dan prasarana umum,

Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung
dengan baik;

Menyiapkan bahan Koordinasi pemberdayaan Kelembagaan Desa sesuai
ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik;

Memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan sesuai
prosedur agar kegiatan terlaksana dengan baik;

Memantau dan mendata penyaluran bantuan raskin dan pelaksanaan program
kesejaliteraan social sesuai prosedur agar berjalan optimal; _
Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui
kinerja bawahan;

. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
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Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta
pemecahan masalahnya;

Meclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai
data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

9) KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN

1.
2.

3.
a,

» 9

6.

bl

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
A
22,

Menyusun rencana kegiatan Seksi Perekonomian;

Menyusin rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan
RENSTRA unit;

Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
Menyelenggarakan  koordinasi  pelaksanaan program untuk mewujudkan
keterpaduan dan keserasian kerja;

Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk
optimalisasi tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
Menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi kerjasama desa dalam pengembangan
ckonomi; .

Melakukan Pendataan usaha-usaha masyarakat;

Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap usaha-usaha
masyarakat desa;

Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap kerjasama
desa;

Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) dan Perusahaan Desa;

Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Survey dan pemetaan potensi
pembentukan BUMDES;

Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan pembentukan BUMDES dan
Perusahaan Desa;

Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi
Kerjasama desa;

Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi
BUMDES dan Perusahaan Desa;

Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi perekonomian di wilayah
kecamatan;

Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui
kinerja bawahan;

Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;

Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta
pemecahan masalahnya;

Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai
data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
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2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Solor Timur

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan

NS R . dabztan | Jumlah | Keterangan |
e St 1 e o AR bt | 194
1 | Camat 1
2| Sekertaris Kecamatan 1
3 | Kepala Seksi Pemerintahan 1
4 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1
5 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 1

6 | Kepala Seksi Pelayanan Umum  dan 1

Kesejahteraan Sosial

7 | Kepala Seksi Perckonomian Lowong

8 | Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan 1

Kepegawaian

9 | Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi 1

10 | Analis Desa dan Kelurahan pada Seksi Lowong
Pemerintahan

11 | Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi 1

Pemerintahan

12 | Analis Forum Kerukunan Umat pada Seksi Lowong

Ketentraman dan Ketertiban Umum

13 | Analis Keamanan pada Seksi Ketentraman dan Lowong

Ketertiban Umum

14 | Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum

15 | Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Lowong

Pemberdayaan Masyarakat
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No | ¢ Jabatan
%4 .n5e | o SRR L b R e AR T :

16 | Analis Perencanaan pada Seksi Pemberdayaa
Masyarakat

17 | Verifikator Anggaran pada Scksi Pemberdayaan Lowong
Masyarakat

18 | Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Secksi Lowong
Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum

19 | Analis Layanan Umum pada Seksi Kesejahteraan Lowong
Sosial dan Pelayanan Umum

20 | Analis Perekonomian pada Seksi Perekonomian Lowong

21 | Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum, 1
Keuangan dan Kepegawaian

22 | Pengadministrasi Persuratan pada Sub Bagian Lowong
Umum, Keuangan dan Kepegawaian

23 | Teknisi Listrik dan Jaringan pada Sub Bagian Lowong
Umum, Keuangan dan Kepegawaian

24 | Pengemudi pada Sub Bagian Umum, Keuangan
dan Kepegawaian

25 | Petugas Keamanan pada Sub Bagian Umum, Lowong
Keuangan dan Kepegawaian

26 | Bendahara pada Sub Bagian Umum, Keuangan 3
dan Kepegawaian

27 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan pada Lowong
Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

28 | Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Lowong
Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

29 | Pengolah Data pada Sub Bagian Program, Data Lowong
dan Evaluasi ‘

Jumlah 13
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Sumber Data : Kantor Camat Solor Timur Tahun 2022

Tabel 2.2.2 ;
Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO | PANGKAT GOLONGAN/ |[JUMLAH

RUANG PEGAWAI
1 Pembina Tingkat I IV.b 1 Orang
2 Pembina IV.a 1 Orang
3 Penata Tingkat I I11.d 3 Orang
4 Penata 4 Ill.c 1 Orang
5 Penata Muda Tingkat [ IIL.b 1 Orang
6 Penata Muda Ill.a 2 Orang
7 Pengatur Tingkat I II.d 4 Orang
8 Pengatur IL.c - Orang
JUMLAH 13 Orang

Sumber Data : Kantor Camat Solor Timur Tahun 2022.
Tabel 2.2.3
Jumlah Perangkat Kecamatan Solor Timur berdasarkan
Tingkat Pendidikan Awal Tahun 2022

3 |DIl 2 * =
4 [DI 1 - 1
5 |SLTA 5 3, 8
6 | SLTP - 1 1
7 |SD - ¢ ’
JUMLAH 13 5 &

Sumber Data : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Awal Tahun 2022
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Berdasarkan Diklat Penjenjangan

2023 - 2026

DIKLAT PENJENJANGAN

NO JUMLAH
PEGAWAI
1 | PIM 11/SPAMEN .
2 PIM 111/ SPAMA .
3 PIM IV / ADUM / ADUMLA 3 Orang
JUMLAH 3 Orang
Sumber Data : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
- Awal Tahun 2022
b. Asect
Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Solor Timur
NO [ JENISBARANG/ [ JUMLAH | KETERANGAN
INVENTARIS
1 Gedung kantor 2 Unit 1Baik, 1.Rusak berat
p Rumah jabatan 1 Unit Baik
3 Aula rapat 1 Unit Baik
5 Meja kerja 17 Buah 15 Baik, 2 Rusak berat
9 Lemari 8 Buah 7 Baik, 1 Rusak berat
10 | Kursi kerja 28 Buah .26 Baik, 2 Rusak berat
11 | Meja rapat 3 Buah Rusak ringan
12 | Sepeda motor 5 unit 4 Baik, 1Rusak ringan
14 | Laptop 8 buah 6 Baik, 2 Rusak berat
15 | Printer Cenon IP 2700 4 Buah 2 Baik, 2 Rusak berat
16 | Peralatan sound system 2 set 1 Rusak berat, 1
Rusak ringan

Sumber Data ; Bemdahara Barang awal tahun 2022

Hal. 20



Rencana Strategis 2023 - 2026

Kinerja Pelayanan SKPD Kcecamatan Solor Timur

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
di Kecamatan Soler Timur terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran

3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan.
4

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan,
triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja.

5. Terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas
keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan.

6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada
masyarakat

7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD Kecamatan Solor Timur

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean Goverment

menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi

penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung
optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain:

perencana, pengelola anggaran/pembukuan, dan lain-lain sumber daya aparatur yang
profesional;

3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;

4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum
berjalan secara optimal;

5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;

7. Terbatasnya anggaran Pemcrintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan
insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

8. Semakin menurunnya tingkat perckonomian dan daya beli masyarakat, sehingga
dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;

9. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;

10. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif scbagai akibat dari tidak
seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian
kewenangan urusan peinerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan
fungsi serta pencapaian tujuan;

3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan

pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta
semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
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Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam
penyelenggaraan pembangunan;

Ketersediaan dana APBN dan APRBD I serta APBD II Kabupaten Flores Timur dalam
mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;
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Tabel.2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Solor Timur

Kabupaten Flores Timur

Indikator
o ic i Realisasi dan
Kinerja Realisasi Anggaran pada Rasio antara Rata - rata Pertumbuhan
Target 3 B ! =
i . Target | Target m:ikg:mr Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke Tahun ke- Anggaran Tahur, ka-
5 dan Fungsi NSPK | IKK g
Lainnya
Perangkat
Daerzh =
Realisasi
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 | 2012 | 2020 | 2021 | Anggaran
1 2 3 4 S 6 7 | 9 20 11 12 13 14 15 15
Urusan Kewilzyaan . — - —
Bidang Urusan 299,864,000 |  412,050,000| 455218500 | 386845990 | 299,177,200 | 402,151,300 | 434,798,250 [ -13%| 379.9698s0| 10| 98| 9551| s8] 10.56% 9.98%
Kecamatan Solor Timur
PROGRAM PENUNIANG
URUSAN
PEMERINTAHAN 234,589,000 353,400,000 360,818,500 198,931,690 233,902,100 343,501,300 343,548,250 | -43% 197,461,100 | 100 97| 95.21 99 % 145%
DAERAH
[XARIIPATEN/KOTA
Perencanaan,
Pengonggaran, dan - . 13,371,500 23,999,900 - - 13,231,500 | B1% 23999900 | - 9895 | 100| 39.74% 40.59%
Evaluasi Kinerjo
Peronckot D h
Terwujudnya
|kegiatan
Kegiatan Koordinasi dan [ peryusune
Penyusuran Laporan laporan,
Capaian Kinerja dan penyusunan - - 13,371,500 23,999,900 - = 13,231,500 | 81%| 23999300 | - 9895 | 100| 39.74% 40.69%
ikthisar Realisasi Kinerja [dokumen LKP),
SKPD Lekip, LPPD,
RKPD, Renja,
RKA dan DPA
Administrasi Keuongan 13,200,000 19,200,000 25,200,000 27,240,000 13,200,000 19,200,000 25,200,000 8% 27240000 100| 00| 100| 1200| 2827% 28.27%
Perangkat Doerch
Pelaksanaan tersedianya jasa
Penatausahaan dan administrasl 13,200,000 19,200,000 25,200,000 27,240,000 13,200,000 19,200,000 25,200,000 8% 27240000 | 100| 100 100| 100| 2827% 2827%
Pengujian/ Verifikasi keuangan
#. e e
Administrasi Umum 146,739,000 205,300,000 178,805,000 50,321,400 146,739,000 | 205,254,800 178,804,000 | -72%! 503212400 | 100 | 100 100 | 100| -14.95% -14.96%
Perongkot Doerah
Penyediaan Komponen jumiah
Instalasi Listrik/ komponen alat 1,870,000 2,410,000 3,555,000 3,000,000 1,870,000 2,410,000 3,554,500 | -16% 3000000 00| 100| 9999| 100| 20.26% 20.26%
Penerangan Bangunan listrik dan
Kantor elektronik




|Penyediaan peralatan Jumiah peralatan
dan periengkapan kantor gedung kantor 11,600,000 49,250,000 21,350,000 - 11,600,000 49,250,000 21,350,000 | -100% - 10| 100 100 S5.97T% 55.97%
yang diadakan .
tersedianya alat ‘
Penyediaan Bahan tulis kantor dan
Logistik K jasa kebersihan 22,981,000 24,650,000 29,000,000 7,500,000 22,981,000 24,605,000 28,999,500 -74% 7,500,000 100 100 100 100 -16.41% -16.40%
kantor
tersedianya
Penyediaan Ba -AT%
Cetakan c¢an Per::adam barang cetak dan 7,200,000 6,900,000 8,300,0C0 4,846,400 7,200,000 6,899,300 8,300,000 4,246,400 100 100 100 100 -8.50% -8.50%
penggandaan
Penyediaan Bahan tersedianya -
Bacaan dan peraturan bahan bacaan 2 2 . . ; . . 0% ’ 0.00% 0.00%
perundang- undangan dan perundang
undargan | = - | N TN =
Fasilitasi Kunjungan tersedianya
Tome - makanan dan 12,000,000 15,700,000 20,555,000 10,000,000 12,000,000 15,700,000 20,555,000 51% 10,000,000 100 100 1c0 100 347% 3.47%
minuman, S
|Penyelenggaraan Rapat jumizh rapat
Koordirasi aan feciolrdinas do 91,088,000 | 105,396,000 56,045,000 24,975,000 91,088000| 105,390,000 96,045,000 | -78% 21975000 00| 100| 150| 00| -a231% 22.31%
Konsultasi SKPD konsultasi yang
diikuti e 1S | S -
Penyedioan Josa
Penunjong Urusan 35,62C,000 39,600,000 81,942,000 72,580,000 35,605,500 30,864,000 69,065,000 4% 72,130,000 100 ™ 84.29 99 35.56% 3830%
|Pemerintahgn Doerah
tersadianya
Penyediaan Jasa Surat
materal 820,000 480,000 942,000 1,000,000 815,600 473.000 942,000 | 6% 1000000 | 100| 00| 00| 100| 2031% 20.52%
menyurat pelayanan surat
menvurat
P i tersedianya jasa
ko Jasa komunikasi,
unikasi sumber Daya ber d 7,200,000 11,520,000 12,000,000 9,480,000 7,186,000 9,686,000 11,773,000 -19% 9.480,000 100 84 98.11 100 1439% 12.29%
Air dan Listrik sum| aya air
dan listrik
P o tersedianya jasa
peralatan dan
an Con perlengkapan ' . = = . - - 0% - - 0.00% 0.00%
periengkapan kantor kantor
s jumlah tenaga
Pelayanan umum kantor teknis 27,600,000 27,600,000 69,000,000 62,100,000 27,600,000 20,700,000 56,350,000 9% 61,650,000 100 7 8157 99 46.57% $2.21%
perkantoran
Pemeltharoan Barang
Milik Doerah
Penunjong Urusan 39,030,000 89,300,000 61,500,000 24,790,390 38,357,500 88,182,500 57,247,750 | -58% 23,769,800 98 9 93.09 96 12.66% 12.11%
Pemerintahan Daerch. .
Penyedlaan Jasa
Pemeliharaan, Blaya jumlah
Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan dinas
30,000 s
Perizinan Kendaraan operasional yang R0 510000001 47865000 19990330 31,357,500 43,966,500 43612750 | -57%| 18969300 em| e8| orm2| ss| .1v% -3.29%
Dinas Operasional atau dipellhara
Lapangan




Pemeliharaan /

tersedianya dana
pemeliharaan /

Rehabilitasi Gedung . 32,500,000 10,795,000 - - 32,422,000 10,795,000 | -100% - - 100 100 -8339% B33%% "
Kantor dan Bangunan rehabilitasi
lainnya |gedung kantor - P — - D ——
Pemeliharaan / jumlah unit
Rehabilitas] sarana‘dan P iateay 7,000,000 5,800,000 2,840,000 4,800,000 7,000,000 5,794,000 2,240,000 | 69%| 4.20000000| 100| 00| 100 oz 0.27%
prasarana atau gedung kantor
bangunan lainya yang dipelihara % _ B -
PROGRAM
PENYELENGGARAAN 47,275,000 - . 52,505,000 47,275,000 . - 0% 52,500,000 | 100 11.06% 11.05%
PEMERINTAHAN DAN
(PELAYANAN PLBLIK it -
Penyelenggoraan
Urusan Pemerintahan
yang tidok 47,275,000 52,505,000 47,275,000 " . 0% 52,500,000 | 100 11.06% 11.05%
diloksanakon oleh unit
Kerja Perangkat Daerah
yang odo di Kecomatan - = | — s
jumlah fasititasi
pang feltifitss dzn koordinasi
e:’“‘r::katan Ete pemerintahan )
P AksanasnPalayanen dan 47,275,000 5 5 52,505,000 47,275,000 . - 0% 52,500,000 | 100 31.06% -33.33%
Kepada Masyarakat di b
ilayah Kecamatan pemBangunan
il pelayanan
kemasyarakatan
PRCGRAM
FEMEENDAYAAN - - . 16,999,500 . - ox| 16998960 - 200% 100.00%
MASYARAKAT DESA
IDAN KELL)I
Koordinasi don
Sinkronisasi
pemberiokuan - - - 16,999,500 - - 0% 16,998,960 - 100% 100.00%
Pembatasan Kegiaton
A at [PPKM)
" lahkegiatan
Pembinazan penanganan jum
Covid-19 di tingkat desa pemantaisan = s 3 16,999,500 . . - 0% 16,998,960 3 100% 100%
dan kelurahan PPEMd
masvarakat
PROGRAM
FENYELENGGARKAN 18,000,000 18,000,000 56,400,000 58,800,000 18,000,000 18,000,000 53,250,000 0% 53,400,000 100 100 S4.41 T253% 65%
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan
|urusan Pemerintahan 400,
Umum “;::, — 18,000,000 18,000,000 56,400,000 58,800,000 18,000,000 18,000,000 53,250,000 0% 53,400,000| 100 100 | 94.41 72.53% 6537%
Penugosan Kepala
Daerah
jumlah fasilitas|
Pelaksanaan Tugas pemerintahan,
Forum Koordinasi pembangunan 18,000,000 18,000,000 56,400,000 58,800,000 18,000,000 18,000,000 53,250,000 0% 53,400,000 | 100 100 | %441 72.53% 65.37%
Pimpinan di Kecamatan dan pelayanan
kemasyarakatan




PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN 40,650,000 38,000,000 59,609,800 40,650,000 38,000,000 S"%\ 59,609,800 - m\ 100 m\ 16.73% \ 15.7%%

PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasl, Rekomendosi
{dﬂﬂ Koordinasl ‘

Pembinaan don 40,650,000 38,000,000 59,609,800 40,650,000 3¢,000,000 57% 59,609,800 - 100 100 16.72% 16.72%
Pengawasan
Pemerintahon Desa
Fasilitasl Pengelolaan jumiah
Keuangan Desa dan |pendampingan »
pemberdayagunaan Aset dan fasilitasi 24,850,000 20,225,000 30,410,000 24,850,000 20,225,000 50% 20,410,000 - 100 100 10.58% 10.58%
Desa pengelolaan

kenanean deca WET. S—

Fasilitasl Sinkronisasi
Perencanaan Jjumiah kegiatan
Pembangunan Daerah musrenbang di 1%,8G0,000 17,775,000 29,199,800 15,800,000 17,775,200 64% 29,199,200 - 100 100 25.59% 25.59%
|dengan Pembangunan kecamatan
Desa !

NIP. 19660816200CC310C8




Anggaran dan Realisasl Pendanaan Kantor Camat Solor Timur
Kabupaten Flores Timur

No

Uraian

Anggaran pada Tahun

ke-

Realisasi Anggaran pada
Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke-

Rata - rata
Pertumbuhan

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2013

2019

2020

2021

Anggaran Realisasi

-

2

10

11

12

14

15 16

Urusan Kawilayaan

Bidang Urusan
Kecamztan Solor Timur

412,050,000

455,218,500

386,845,990

299,177,100

402,151,300

434,798,250

379,969,360

160

93

95.51

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

234,589,000

353,400,000

360,818,500

198,931,69C

233,902,100

343,501,300

343,548,250

197,461,100

95.21

i N N

10.36% 9.96%

3% 1.45%

Perencanaan,
Penganggaraon, don
Evaluasi Kinzrja
Perangkat Daerah

13,371,500

23,999,500

13,231,500

23,999,900

Kegiatan Koerdinasi dzn
Penyusunan Lzaporan
Capaian Kinerja dan
ikthisar Rezlisasi Kinerja
SKPD

13,371,500.00

23,999,900.00

13,231,500.00

23,999,900.00

39.74%| 40.69%

Administras| Keuangan
Perangkat Daerah

13,200,000

19,200,000

25,200,000

27,240,000

13,200,000

19,200,000

25,200,000

27,240,000

100

28.27%

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD

13,200,000.00

19,200,000.00

25,200,000.00

27,240,000.00

13,200,000.00

19,200,000.00

25,200,000.00

27,240,000.00

100

100

28.27%| 28.27%

Administras| Umum

Perangkat Daerah

146,739,000

205,300,000

178,805,000

50,321,400

146,739,000

205,254,800

178,804,000

50,321,400

100

100

100.00

-14.95%| -14.96%




Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor

1,870,000.00

2,410,000.00

3,555,000.00

3,000,000.00

1,870,000.00

2,410,000.00

Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor

11,600,000.00

49,250,000.00

21,350,000.00

11,600,000.00

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

22,981,000.00

24,650,000.00

29,000,000.00

7,500,000.00

22,981,000.00

49,250,000.00

3,554,507.00

21,350,000.00

24,605,C00.00

Penyediaan Barang
Catakan dan
Penggadaan

7,200,000.00

6,900,000.00

8,300.000.00

4,846,400.00

7,200,009.00

6,899,800.00

Penyediaan Bahan
Bacaan dan peraturan
perundang- undangan

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

12,000,000.00

15,700,000.00

20,555,000.00

1G,000,000.00

12,000,000.00

15,700,000.00

28,999,500.C0

7,500,000.00

8,300,000.00

4,846,400.0C

100

99.99

100

20 .7.6‘/\ 15.15‘3\

100.00

55.97% 55.97%\

100.00

100

-16.41%| -16.40%

100.00

100

-8.50% -8.50%

0.00% 0.00%

20,555,000.00

10,00C,000.C0

100

109

100

3.37% I

Penyelenggarazn Rapat
Koordinasi dan
Konsultzsi SKPD

91,088,000.00

106,390.000.00

96,045,000.00

24,975,000.00

91,088,000.00

106,390,000.00

96.045,000.C0

24,975,000.00

100

100

|
-22.31% { -22.31%

Penyediacn Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Doerah

39,600,000

81,942,000

72,580,000

35,605,600

30,864,000

69,065,000

72,130,000

100

35.56%| 38.30%

Penyedizzn Jasa Surzst
menyurat

820,000.00

480,000.00

942,000.00

1,000,000.00

819,600.00

478,000.00

942,000.00

1,000,000.C0

1C0

20.31%| 20.52%

Penyediaan jasa
komunikasi sumber
Daya Air dan Listrik

7,200,000.00

11,520,000.00

12,000,000.00

9,480,000.00

7,186,000.00

9,686,000.00

11,773,000.00

9,480,000.C0

100

s8.11

14.39%

Penyediaan Jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor

0.00%! 0.00%!

Penyediaan Jasa
Pelayanan umum kantor

27,600,000.00

27,600,000.00

69,000,000.00

62,100,000.00

27,600,000.00

20,700,000.00

56,350,000.C0

61,650,000.C0

100

81.67

52.21%

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

39,030,000

89,300,000

61,500,000

24,790,390

38,357,500

88,182,500

57,247,750

23,769,300

93.09

12.66%| 12.11%




Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendarazn
Dinas Operasional atau
Lapangan

32,030,000.00

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
lainnya

51,000,000.00

47,865,000.00

19,990,390.00

31,357,500.00

49,966,500.00

32,500,000.00

10,795,000.00

32,422,600.00

43,612,750.00

10,795,000.00

18,969,800.00

Pemeliharaan /
Rehabilitasi sarana dan
prasarana atau
kangunan lainya

7,000,000.00

5,800,000.00

2,840,000.00

4,800,000.00

7,000,000.00

5,794,00.00

2,840,000.00

4,800,000.00

100

28

2112

25

100

1.72% -3.29%

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

47,275,000

52,505,000

47,275,000

52,500,000

100

Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
yang ticak
dilaksanakon oleh unit
Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamataon

47,275,000

52,505,000

47,275,000

52,500,000

100

100

11.08%

Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
Kepada Masyarzkat di
wilayah Kecamatan

47,275,000.00

52,505,000.00

47,275,000.00

52,500,000.00

100

100

11.06%

-83.39%| -83.35%

11.06% 11.05

-33.23%

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

16,999,500

16,998,960

100

100%

100.C0%

Koordinasi dan
Sinkronisasi
pemberlakuan
Pembatasan Keglatan
Masyarakat (PPKM)

16,999,500

16,998,960

100

100%

100.00%




Pembinaan penanganan
Covid-19 di tingkat desa
dan kelurahan

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

18,000,000

Penyelengyaraon
urusan Pemerintahan
Umum sesuai
Penugasan Kepala
Doerah

18,000,000

18,000,900

56,400,000

56,400,000

16,299,500.00

58,800,000

58,800,000

18,000,000

53,250,000

16,998,960.00

53,250,000

53,400,000

00

10v

100

9441

100

91

94.4]

]

65.37%

Pelsksanaan Tugss
Forum Koordirasi
Pimpinan di Kecamatan

18.000,000.00

18,000,000.90

56,400,000.C0

58,800,C00.00

18,006,%00.00

18,000,000.00

53,250,000.00

53,400,000.CO

100

8241

91

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

40,650,000

38,006,000

59,609,800

40,650,000

38,000,000

100

16.78%

Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
Pembinaan dan
Pengowasan
Pemerintahan Desa

40,650,000

38,000,000

59,609,800

40,650,000

59,609,800

100

100.c0

18.78%

16.78%

Fasilitasi Pengelolazn
Keuangzn Desa dan
Pemberdayagunaan
Aset Desa

24,850,000.00

20,225,000.00

30,410,000.00

24,850,000.00

20,225,000.00

30,410,000.C0

100

100.c0

100

10.58%

Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan

Desa

15,800,000.00

17,775,000.00

29,199,800.00

15,800,000.00

17,775,000.C0

29,199,800.00

100

100.00

100

25.59%

Pembina Tkl
NIP. 196608162000031008
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il . BAD 111
PERMASALAHAN DAN 18U STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasurkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

l)as]la(l}':lmcnyinpknn dokumen perencanaan pembangunan dacrah dan melakukan koordinasi
dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan
dan hambatan yang memungkinkan tercapainnya visi dan misi pembangunan.

Sciring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
membawa dampak  yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
peran Kecamatan menjadi terbatas, Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang
diberikan kepada kecamatan, Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah

satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan
kepada kecamatan,

S.clmgai salah satu perangkat dacrah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan
perpanjang tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan
vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan
SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang
perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana
telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan
Solor Timur, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain,
sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Identifikasi Rermasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Solor Timur

Capaia Suandar Faktor yang Mempengaruhi Permasalah
34 n/ Internal Eksternal(Diluar an
, i an
Aspek Kajian Kondisi | . g}:mﬁ( an | (Kewenangan Kewenangan Pelayanan
Saat ini Skpd) Skpd) SKPD
-1 2 -3 -4 -5 -6
Pengelolaan
kapasitas SDM : administrasi
Ketersed
Pcngcl'olaar} Belum | Optimal aparatur dan d:nzr(j:n]:::ana Pelay./anan
administrasi ' optimal | dan tepat | Pengawasan prasathin Publik yang
Pelayanan Publik melekat belum
optimal
) Ketaatan dan Pembinaan
‘ Optimal |} oasitas SDM | konsistensi serta | dan
Pembinaan dan dan tata aparatur dan sinergitas pemberdaya
pemberdayaan tata | 4 kelola. Pengawasan program an tata
kelola aparatur . pemerinta lekat sert engembangan kelola
A optimal | 4 melekal seria pengetioang
pemerintah han di konsistensi kapasitas aparatur | aparatur
desa/kelurahan dc§a YAaNE | pendampingan pemerintah pemerintah
baik daerah desa/kelura

' Hol. 23
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han yang
belum
optimal
Koordinasi
dan
kerjasama
dengan

Koordinasi dan geme:r;;artl
kerjasama dengan Belum ) Profesionall t.a:f: } uiths
merintah bawah optimal Optimal rofesionalitas dukungan dan ingkat a

dan tingkat atas serta | dan dan aparatur dan sinergitas Seml‘)
Jembaga-lembaga sinergis sinergis Ja"“aﬂ.keuasama pelaksanaan lembaga-
sosial kemasyarakat. yang dibangun program lembaga
sosial
kemasyarak
at yang
belum
optimal dan
sinergis.
Kehandalan Tingkat
Tingkat Partisipasi Rendah | Tinggi iI;::::;ian dalam Globalisz_xsi dan ﬂ?g:ks;t
meningkatkan teknologi yang masih
partisipasi rendah
Tindakan Men y
. enegakkan Ey
Tingkat kepercayaan | o o o semangat anti Euku%n terhadap | 2 tingkat
masya_rakat kepada afig Tinggi KKN yangg pelaku KKN yang kepercayaan
pemerintah dimiliki aparatur | memberi efek jera masyatakat
bagi para kepad?.
: pelakuknya pemerintzh
Pelayanan
) Optimal Ketersediaan sosial yang
Pelayanan sosial Belum | cepat dan | P2OTB0F dan Roofdinasi dan | ToPos
yang cepat, akurat sotimal | te pat sarana prasarana | komunikasi akurat dan
dan tepat sasaran P sagman pendukung ,SOP | dalam pelayanan tepat
dan tanpa KKN sasaran
yang belum
optimal
Pemberdaya
program an ekonomi
Kewenangan pemberdayaan masyafak?t
Optimal | Kecamatan dan yang yang yang masih
Pemberdayaan Belum | 3. merencanakan | menyetuh :ie;l:kah dag
ekonomi masyarakat | optimal kesejahter | dan mengelola masalah dan di _
d PUM | aan program kebutuhan isertai
meningkat | pemberdayaan masyarakat serta d_engan
ckonomi serta pendanaan dan tingkat
pendampingan kesadaran
masyarakat
- yang rendah
Income perkapita Rendzh | Tinggi Pendampingan Pemanfaatan Income
[ Masyarakat enda Ingg dan kemampuan | potensi dan perkapita
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donor dalam

I | Tingginya animo
negara-negara

menjalin kerjasama

@n Indonesia

Situasi politik dan ekonomi di
kondusif  dan

pusat  yang
terkendali

(1) Terjalinnya kerja sama
pembangunan antara

Pemerintah Pusat,
Provinsi untuk

peningkatan Sumber

Daya Manusia.

—
mengelola potensi | pengolahan serta masyarakat
yang dimiliki pemasaran yang masih

/’———————‘—' - — ] .
— produksi rendah
Pengabaian
Demokrasi dalam Ketaatan terhadap flur‘:‘laokrasi
regulasi dan tika demokrasi "
perpendapat dan Belum | Demokratj | ke CLKa eemio dalam
menyikapi kebijakan | optimal | s dan etis cterbukaan | dan pemahaman | omendapat
pemerintah; ancets  f komunikasi baik | terhadap dan
.l'umrul maupun demokrasi tkani
informal e o
kebijakan
— pem.

; M 5 Kapasitas
Kapasitas SDM Ketersediaan dan orasonumPNS SDM
gparatur dan Rendah Tinggi kapasitas aparatur generm;aan aparatur dan
masyarakat yang cukup an terbatasnya | o, qvarakat

memadai perekrutan tenaga h
kontrak i i
rendah
Perhatian dan :
minat apartur ket;rs:dlaan o Derajat
Derajat Keschatan —_ yang tinggi arit ey Kesehatan
masyarakat Rendah | Tinggi terhadap aparatur med.ls masyarakat
itink dan paramedis p
pem!lg atan sertaketraad; yang masih
derajat kesehatan etrseciaan | rondah
masyarakat sarana prasarana
Masih
tingginya
Adanya perhatian | Angka lingk'akin
yang serius ketergatungan, demls =l
Kemiskinan dan 6 tethaddp Progtain .
pengangguran Tinggi | Rendah penanggulangan | penanggulangan penganggur
kemiskinan dan kemiskinan dan | 2" sefla
penurunan tingkat | perluasan terbatasnya
pengangguran kesempatan kerja | P chdanish
program
penanggula
ngannya
Tabel 3.1. 2
Identifikasi [su-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
[su Strategis
No | Dinami o .

inamika : g 8 Dinamika Regional/Lokal s U

otataistanat Dinamika Nasional Lain-lain

(1) | ) (©) 4 (5)
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/
e : ‘
2 1\)43]0 St‘:i:‘:i';lnbngn Good gevernance dan clean (2) Adanya perhatian
| lI l"' goverment menjadi isu yang terus pemerintah pusat
terhad HP‘ 1 dlgull.rkan don meningkatnya terhadap
permasalahan Pe_mbmynnn terhadap daerahy Pembangunan Daerah
pembangunan miskin Tertinggal/Daerah
Miskin dan
Pengembangan
Wilayah Kepulauan
serta pemberlakukan e-
- KTP
3 | Negara-negara I\:aya Meningkatnya kerjsama antara (3) Semakin
mC.FI'Illlkl perhatian | pemerintah dan negara-negara meningkatnya
serius terhadap donor perkembangan
negara sedang investasi swasta dalam
berkembang dan mendukung
negara miskin pencapaian
pembangunan
Ekonomi, SDM dan
Hukum.
3.2. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

3.3.

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Fakfor
Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

N RTRW Terkait Permasalahan Faktor
o P!
Tupoksi Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
1. | Koordinasi dan Pengendalian dan |- Dukungan - AdaRTRW
Pengendalian Pemanfaatan Tata masyarakat yang )
Pemanfaatan Tata | Ruang yang kurang maksimal :‘eu;;lllctxarlxlt?naggg;
Ruang belum optimal dalam pemanfaatan dalaim feciantastan
Tata Ruang kota Tata Rg:n g

Penentuan Isu — Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang
eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang

ingin dicapai.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan
arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian
pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis

dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis

SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk
itu Kantor Camat Solor Timur perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya

Controllable (dapat dikuasai) y

ang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan

serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang

dikuasai) yang berguna untuk

pendekatan analisis

mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan
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3.3.1. Analisis Lingkungan Internal ¢

Analisig Lingkung

Kcekuatan

an Eksternal
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Tabel 3.4.1
an Internal dan Eksternal

Keclemahan

N —“\\
m tugas yang jelas

2. Adanya pedoman dan juknis
3. Kesadaran akan tupoksj masing-masing

4. Dukungan  Sumber g
o aya  Manusia,
I‘a:s:hms X Penunjang
(Peralatan/I erlengkapan), Dukungan

Finansial : Adanya dukungan dana APBD
Kabupaten  Flores  Timur, Tugas
Pembantuan dan dukungan dana NGO
Internasional (Khususnya dalam

mengembangkan potensi), yang cukup
memadai.

5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang
mendukung, antara lain : Pelimpahan
wewenang dari Bupati kepada camat.

6. Adanya kemitraan antara Pemerintah,
LLSM, Dunia Usaba/Swasta, , Tokoh
Agama dan komponen masyarakat.

. Ketesediaan SDM yang minim dan tidak

. Minimnya alokasi anggaran dan belum

. Sarana prasarana kantor kurang memadai
. Tingkat kesejahteraan aparatur masih

. Belum optimalnya pengelolaan dan

. Belum adanya (diberlakukannya) rewards

. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan

. Pclimpahan wewenang kepada Camat

. Perilaku masyarakat belum mendukung

didukung dengan adanya komptensi yang
memadai berimplikasi pada
ketidakseimbangan beban kerja dengan
tuntutan capaian kinerja;

diberikan kesempatan mengajukan
anggaran kegiatan.

belum memenuhi standar ditandai dengan
motivasi kerja kurang (naik-turun).

pemanfaatan data, teknologi informasi
dan komunikasi, penelitian dan
pengembangan dalam memberikan
pelayanan publik.

maupun punishment terhadap aparatur
kecamatan maupun aparatur Kelurahan
dan Desa yang melakukan pelanggaran;

koordinasi dengan pemerintah atas
maupun pemerintah Kelurahan dan Desa
dalam memberikan pelayanan;

yang belum optimal;

program

Peluang

Tantangan

UU No. 23 Th. 2014 dan perubahannya.
Adanya kebijakan Pemkab yang
mendukung pemberdayaan di kecamatan.
Adanya program utama “Gerbang Emas,
Anggur Merah”

Adanya binitek/diklat/sosialisasi peraturan
yang diadakan pemkab

Kemajuan teknologi.

Adanya perhatian pemerintah pusat
sampai kabupaten terhadap Pembangunan
di desa dan Dacrah Tertinggal/Daerah
maupun progran dari dana Tugas
Pembantuan lainnya).

. Terjalinnya kerja sama pembangunan

o —

W

&

SN @

~J

. Kapasitas aparatur desa yang masih
. Potensi SDA yang belum tergali.

. Kondisi geografis yang kering dan

. Masih tingginya keluarga miskin dan
. Berada pada jalur kota kabupaten

. Mengendurnya semangat masyarakat

rendah

demografis (jumlah penduduk)
yang besar.

tingkat pengangguran usia muda.
sehingga rawan kamtibmas.

akibat dari menurunnya kepercayaan
terhadap jaminan kepastian akan
direalisasikannya rencana pembangunan
(program dan kegiatan) dan pelayanan

antara Pemerintah RI dengan Negara
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i BAB 1V
TUJUAN DAN SASARAN

X {’erc;:canann btralcgns merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari
pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif, pengorganisasian sccara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan
keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen
pcnanggungla}\'ab_an.‘ perencanaan  strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
PCllgU}\‘l!Rm kinerja m.slansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan
integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan yang hersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada
dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rang_ka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan
unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka
suatu.tahaplan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang
berorientasi kepada pencapaian hasil.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Solor Timur

Tabel 4.2.1 :
Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan Kantor Camat Solor Timur

TARGET KINERJA
INDIKTAOR SASARAN PADA
NO| TUJUAN SASARAN
SASARAN TAHUN KE-
2023 | 2024 | 2025 | 2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1. | Meningkatkan | Meningkatnya Keikutsertaan
Kapasitas kapasitas aparat dalam
Aparat dalam | aparat dalam bimtek/diklat 50
pelaksanaan | pelaksanaan di kabupaten Y 25% | 50% | 75%
tugas dan tugas dan maupun ’
kewenangan | wewenang tingkat
Propinsi
2. | Menyediakan | Tersedianya Tercapainya
dokumen dan | dokumen dan kualitas dan
data yang | data yang | penyediaan " " |
akurat  dan | akurat  dan fasilitas 50% | 75% | 100% | 100%
mudah mudah pelayanan
diaskes diaskes
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BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

an program-program indikatif untuk mewujudkan

«t dan misi atau cara < : iy -
visi dan mist untuk mewnjudkan tujuan, dirancang sccara konseptual, analistis, realistis,

rasional dan komprehensif, Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan adalah sebagia berikut ;

xr Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan | Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya tata | Meningkatnya Peningkatan Penerapan standard Pelayanan
kelola ' kualitas Pelayanan Publik Minimal di lingkungan
merintahan penyelenggaraan Pemerintah Derah
yang baik pemerintahan dan
pelayanan publik
Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE sebelumnya dengan mempertimbangkan posisi
Kantor Kecamatan Solor Timur dan karena keterbatasan waktu yang ada, strategi yang sesuai

adalah strategi agressive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan

aktivit

asnya, oleh karena iiu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang

yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

D)

2)
3)

4)

3)

6)

Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk
memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubemur NTT dan
Bupati Flores Timur.

Memanfaatkan/mencrapkan kemajuan teknologi.

Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk
mengoptimatkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang yang ada.

Manfaatkan uraian tugas’kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi
daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan
punishment.

Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama
dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program

pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.

Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi
informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan
publik.

b. Strategi ST (Memanfaatkar kekuatan untuk menghadapi ancaman)

D

2)

Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar
instansi/dacrah.
Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan

juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka

kemiskinan dan pengangguian.

Hal. 30



Rencana Strategis 2023 - 2026

e

c. strategi WO (Memanfaatk
) Manfaatkan kebijok atkan peluang untyk meminimalkan k
Jakan pemkab untuk melengkapi s on kelemahar)
sarana prasarana kantor.

2) Meningkatkan kualitas
DN
1 dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi dacrah

(31,44 « an g

)] Kembangkan sistem
St 1 : .
weknologi. nformasi manajemen pelayanan publik d faatkan K
engan memanfaatk emajuan

4. Strategi WT (Memini :
imalkan kelemahan untuk menghindari )
ari ancaman

1) Mengoptimalkar
srmasalahz 1 SDM dan sarana pras:
permasalahan/ancaman prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi

2) Mengoptimalkan pe
= . pengelolaan dan pemanfaa
15 Paekcoes . pe tan d: s :
dan pengembangan dalam memberikan l{,‘l ymlm(:dmiy :(':ll\mologl informasi dan komunikasi, penelitian
berikan pe publik.
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BAB y|

AM DAN K§
ASARAN 1

RENCANA PROGR

GIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK §

AN PENDANAAN INDIKATIF

pagai perwujudan dari beberapa keb
Seobag .

. 2 n
ai setiap t':'.lua,
jakan dan strategi dalam rangka T]Z';c?clzgia o indikatif
maka langkah operasionalnya harys dituangkan ke dalam program
'sn)’“’ { ta
giratcg!

hatikan dan
ngan memper

ikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang bc.rlaku deng

a mcnqun..knn tegas dan fungsi Pemerintah Keeamatan Solor Timur, o
¢ anertimbangre . erinta ; e

i joritas Program dan kegiatan indikatif dapat dilihat pada lampi

AN l’r"" . [

Rincia



T atvel

Rancangan Reneana Program/Kegiatan/Suh Kegintan
Rencana Strategis Kecamatan Solor Timur Tahun 2023 - 2016

B KODE TARGET KINFRIA DAN KERANGKA PENMATAAY TANUS \
4 CAPAIAN TAHUN KONDISE KINERIA PADA
s | = =z ! INDIKATOR PROGRAM/
z ez - < | URUSAN / BINDANG URUSAN/ PROGRAM/ AWAL 023 1024 me 1026 AKMIR PERIODE (2026)
S|z 2|5 |== KTGIATAN / SUR KEGIATAN KEGIATANSUBKEGIATAN | 1 pp i CANAAN -
¢ |2 z|z3 (Satwan)
Z|E= g I o21)
= o : = = Target Anggaran (Rn) Target Anggarsn 1Rp) Target Amagarvan (Rp) Target Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp)
7 2 2 ] ] [ ? . ? " " 12 " 14
FURIA S S TRV L s s L
— x Ly T g e FIFEn 2 - e
L RECOMATAN SOLORTIMUR dEAL T, I o e
1A417.541,900 1412363.712 140865727
Pemerintahan Deerab Kebupaten/ Kota [
| [
7 Perencannan. Penganggaran, dan Persentase Perencanaan dan 47,300,600 47.300.000 ’ 47,500,000 ! 47.50%,000 ’ ]
Evaiuasi Pelaporan Caprian Kinerja dan i
| Kinerja Pevcngkat Daerah Kewangan (%) | | | j
H ‘ ) o Peny Dokumen Py Jumlah dok per 2 Dok 10,000,000 2 Dok 10,000,000 | 2 Dok | 100000080 Z Dok o200 20
1 1 ‘ Perangkat Daerah | perangkat daerah (Dok) l /
el ot 201j02 K dan peny |Jumlah dokumen RKA - SKPD 2 Dok 10,000,900 2 Dok 10,000,000 | 2 Dok 10,000,000 | T Dok 10,000, o3
dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi
penyusunan dokumen RKA SKPD
(Dok )
7 o] oy 201)06 Koordinasi dan Pery Laporan | Jumlsh Laporan Capaian Kincrja 7Lap 20,000,000 7 Lap 20,000,000 T Lap 000000 TLap 28,000,008 |
& Capaian Kinerja dan Ikhusar | dan Tkhtisar I I !
: Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kineria SKPD I
71 e©i} 0y 20107 Jumlah Laporan Evaluas Kinera 4 Lap 7,300,000 4 Lap 7300000 | 4Lap 2,500,000 | 4 Lap ? 300,000 J
‘ Kinerjs perangkat dacrsh | Perangkat Dacrah (Lap) I 1
7 ©1| o1 20 Administrasi Keuangan Perangh Terscdiznys ad 1.045,176,774 1048,176,774 142,178,774 LS9 ‘
Daerah Keusangan
7 01 o1 202j01 P gay dan Tunyangan ASN | Jumish Orang yang menerima gaj Dorg 1,006,775,774 13 Org 1,006, 776,774 | 1 org 1,UUs, 778,774 | llorg 1008, 778, 7 T4
dan Tunjangan ASN
(Orang Bulan)
7 e o1 2.02j03 Pelaksansan Penatausshaan dan Jumigh Dokumen Penatausahaan 8 Lap 23,400,000 12 Lap 230,000| 12Lap 20400000 | 12 Lap 23,400,000
Pengujian Venfikes: Keuangan (Lap)
SKPD
A o1 oy 26207 Koordinas: dan Penyusunan Laporen [Jumlsh Laporan keuangan TLap 15,000,000 7 Lap 13000000 7Llap 15000000 7Llap 20,000,000
Keuangan Bulanan/TrwulananS
bul " SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Peny Laporan Keuanga:
Bulanan/Tnwulanan Semesteran
SKPD (Lap)
71 o o1 203 Administrasi Barang Milik Dacrak 3,000,000 5,000,000 5.000, 00 5,000,000
Padas Peranghat Doerah




KODE

" N CAPATAN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
z |o |2 Z | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAMW/ h:_:';:';’:'::/:'::“'::‘('::r‘/‘ AWAL Ima M4 ms 1m6 AKHIR PERIODE (2026)
s | % g g L =< KEGIATAN / SUB KEGIATAN e (Q‘.m", i PERENCANAAN
5% § g2 a (2021)
= MR- < £ Target Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp) Taraet Anggaran (Ap) Target Angzaran (Rp) Target Anggaran (Rp) \
] 5 D 4 < 5 7 ® 2 I 11 12 13 |
7 01| 01| 2.03|05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 3Lap 5,000,000 3 Lap 5,000.000 3 Lap 5000070 3 Lap 5,000,000
Laporan Barang Milik Dacrah Pada | Penyusunan Laporan Barang Milik
SKPD Daerah Pada SKPD (Lap)
7] 01| 01 2.08 Administrasi Kepegavaian
Perangiat Daerak ) R
7| 01 01} 2.05/09 Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Peg wai Berdasarkan - - - & - - &
Tupes dan Fungsi Tugas dan Fungsi yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan (Org)
L
7| 01| 01] 208 Admiinistrasi Umum Perangkat Pelayanan Administrasi 143,550,960 123,600,933 143.991.236 | | i42.580.497
Daerah Perkantoran (% !
7] 01| o1] 2.0%)01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 5 Pkt 5,000,000 S Pkt 3899638 1PN\ 1600000 | I FRe 1,000,000
Listrik Per.erangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Kantor yang disediakan (Paket ‘
7 o©1] o01] 2.0sj02 Penyvediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 4 Pkt 25,500,000 2 Pkt -} 2Pkt 21041286 | | P ‘ 24530497
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
disediakan (Paket) l
7] 01 0©1] 2.06/03 Penyedizan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 3 Pkt 5,000,000 - - 1 Pkt 1.000,060| 2Pk 2,200.000
Tangga Tangga ' yang disediakan (Paket)
7| 01| 01| 2.06/{04 Penyediaen Bahan Logistik Kantor  |Jumlah Paket Bahan Logistik 2 Pkt 17,000,000 2 Pkt 17,000,000 | 2Pkt 17,000,000 | 2Pkt 17,000,200
Kantor yang disediakan (Paket)
7| o1 01| 2.06/05 Penyediaen Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Pkt 10,000,000 1 Pkt 10,000,000| 2Pkt 10,000,000 | 2Pk 10,000,000
Penggandaan Penggandaan yang disediakan
(Paket)
71 o1 01f 2.06/06 Penyediaan Behan Bacasn dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 2 dok 1,050,000 2 Dok 1,050,000| 2 Dek 1,050,000 | 2 Dok 1,030,000
Perundang-undangan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
disediakan Dok)
7| 01| 01} 2.06{08 Fesilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 4 lap 15,000,000 4 Lap 16,000,000 4 Lap 17,000,000 | SLap 17,000,0C0
Kunjungan Tamu (Lap)
7|1 o1 o1f 2.06[09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |Jumlah Laporan Penyelenggaraan 200 Lap 65,000,000 251 Lap 75,657,000 | 200 Lap 75,000,000 | 250 Lap 70,000,000
dan Konsultasi SKPD Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(Lap)




KODE

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TARUN

- CAPAIAN TAHUN KONDISI KINERJA PADA
3 z z INDIKATOR PROGRAM/
z |lecz| S < < | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ . SN B2 AWAL a 2024 028 1126 AKHIR PERIODE (2026)
zlz3|3| & = KEGIATAN /SUB KEGIATAN KEGIATANSUBKEGIATAN | o ENCANAAN S
= a= 3 = |las (Satuan)
lzEl2| 8|78 @o21)
e < = Target Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp) Targer Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp)
1 2 3 4 3 6 7 L 9 10 1 12 3 4
01| GI1| 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan 48,499,938 86,000,000 7,000,000 30.00.000
Pemerintahan Daerah
01| 01] 2.07|02 Pengaanan Kendaraan Dinas Operasional [Jumlah Umit Kendzraan Dinas 1Unt 26,000,000 1 Unit 26,000,000 - I Unnt 26,000,000
aiau Lapengan Operasional atau
Lapangan yang Discdiakan (Unit)
01f 01} 2.07|05 |Penyediazn Meubell Jumlah Paket Mcubel “ang
disediakan (Unit) 2 Unit 7,50¢.000 2 Unit 10,000,000 1 Unit 5,000,000 1 Unit 2.000.5C9
7| o1] o1] 20706 [Pengadean Peralatan dan Mesin Lainnye | Tersedianya Pealatan dan Mesin 2 Unit £.000,000 2 Unit -] 1Um 2.000.000 | i Unit =.000 (0
lainya (Unit)
01} 01| 2.07|08 |Pengadaan Aset tak Terwujud Jumlah Unit Aset tak berwujud
yang disediakan (Unit) B 1 Unit 25,000,000 - - . .
01| 01| 2.07|09 |Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan |Jumlah Unit Gedung
Lainnya Kantor/Bangunan lainnya yang i . - &
disediakan (Unit) 1 Unit 9,999,938 20,000,000
01} 01| 2.07|10 |Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung |Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Kantor atau Bangunan lainnya Gedung Kantor atau Bangunan -
i ot . - 5,000,000 - = L
lainnya yang disediakan (Unit)
7 01] 01| 2.07|11 |Pengadaan Serana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
uk :
Pel.idulmng Gedung Kantor atau Bangunan |Pendukung Gedung : 4 Unit 15,000,000 o 5 - | 3Umn 10,000,000
Lainnya Kantor/Bangunan lainnya yang
disediakan (Unit)
01| 01| 2.08| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Ketersidiaan Sarana 64,000,000 74,080,000 74,700,000 84300.000
Pemerintahan Daerah dan Prasarana Aparatur (%)
01] 01| 2.08/01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4 Lap 1,000,000 4 Lap 1,030,000| 4Lap 1,100,000 | 4Lap 1,100,000
Surat Menyurat (Lap)
ol o1 2.08/02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4Lap 15,000,000 4 Lap 15,450,000| 4L2p 16,000,000 | 4 Lap 16,000,000
Daya Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik (Lap)
o1] o1 2.08[o4 [Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Lap 48,000,000 12 Lap 57,600,000 12 Lap 57,600,000 | 12 Lap 67,200,000
Pelayanan
'Umum Kantor yang disediakan
(Lap)




KODE

TARGET KINERIA DAN KFRANGKA PENDANAAN TAHUN \
CAPAIAN TANUN KONDISI KINERJA PADA
NDIKATOR PROGRAM/ .
z|lez| Z -] 5 URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ k:‘:‘l;':;':\!\!l'ﬂ KEGIATAN AWAL 3 1M 2ms 2026 AKHIR PERIODE (2026)
223|381 & |=k KEGIATAN / SUB KEGIATAN e oo PERENCANAAN
£13z2| 8 = (25 -~ : (Satunn) o)
2 2
S |85 E § é Tnrget Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 L 9 n I 12 13 4
01| 01| 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Ketersidinan Sarana 63,815,188 21,000,000 47,000,000 39,000,000
Penunjang Urusan Pemerintahan dan Prasarana Aparatur (")
Daerah
01] 01| 2.09]02 Penyediaan Jasa Pemehiharaan, Jumlah Kendaraar. Dinas 6 unit 18,815,188 7 Uit 20000000 7 Uit 20,000000 ; 7Unn 27.000,000
Bicya pemeliharaan, Paak dan Operasional atau
Perjinaan Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya (Unit)
01| 01| 2.09/08 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - |Jumlah Peralctan Mesin Lannva
Lanmva sang dipelihara (Unit)
- - 2 Uait 1.000.000, 2Umt 1.000,000) 2 Umt 2.000,00
01} o0i] 2.colo8 Pemeliharaan Aset 1ak Berwujud Jumlah Aset tak berwujud yang
dipelihara (Unit) - - - - 1,000,000 - -
01 01 2.09/09 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung  |Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 30,000,000 -] 1Umt 25,000,060 1 Lmit 10.9€0,000
Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelikara/Direhabilitasi (Unit)
71 o1} 011 20910 Pemcliharaan Rehabilitasi Serana  [Jumlah Sarana dan Prasarana
Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Kantor/Bangunan lainnya = .
Bangunen Lainnya yang dipelihare/direhabilitasi - - - N
(Unit)
7] o1] 01 2.0911 PemeliharaanRehabilitasi Sarana | Jumlah Sarana dan Prasarana
Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung . . y
K dan Ban, Lainnva Kantor/Bangunan lainnya yang 5 Unit 15,000,000 4 Unit 10,000,000 -
dipelihara/direhabilitasi (Unit)
7l - o1 o2 Progrem Penyclenggaraan  : <! - |Persentase Koordinusl .’ - is 65,000,000 66,950,000 60,000,000 60,000,000
+ % Pmennulnn dll Prhyann Pubhk 3 Pdayman Publl‘k dl Kecamnmn g L
; 2 ‘:_'t SRR (o)) »a;,- 4ot I ¢
7| er| e2f 201 Koordinasl Penydalggarmm Keglatan  |Persentase Kwalitas Kinerja 65,000,000 66,950,000 60,000,000 60,000,000
Pemerinizhan di Tingkat Kec Pemerintah Kecamatan
71 o1 02] 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan  |Jumlah Dokumen Peningkatan 12 Dok 65,000,000 12 lap 66,930,000 60,000,000 60,000,000
Pemerintahan diTingkat Kecamatan |Efektifitas Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan (Dok)
) - Program l'emberdayun Mnyanlm Cslwpan Vaksinasl (%) ; 17,000,000 17,510,000 17,000,000 20,000,000
x o B « I IR
2 Dendnl(dnulnn 1k ‘;‘ H AE SR i
4 ! i 2 2 ¥ | 3 §
HE R EEiL 5 L 3 { ;




KODE = e N[ e— TARGET KINFRIA DAN KFRANGKA FENDANAAN TARUN \ i
& buali® ] % Z | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ FROGRAM/ INDIKATOR FROGRAM/ - "“:\",‘\TL““" KONDISI KINERJA PADX
1233 |5 |=2% KEGIATAN /SUB KEGIATAN nn'un(\:l\::tmnu PERENCANAAN e e ey . s
z §§ § g 73 e (2021)
e = < < Target Anggarsn (Rp) Target Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp) Target Angzaraa (Rp) Target Anggaran (Rp)
1 2 1 4 s L 7 L) 9 1L Il 12 13 [
7| or| o3| %05 Koordinasi dan Sinkronisasi 17,000,000 17,510,000 17,000,000 20,000,000
Pemberiakuan Pembarasan Kegiatan
Masvarakat (PPKM)
7] 01 03] 20§ o3 Pembinsan Penanganen Covid- 19 |Jamiah Dokimen Pembmaan 12 dok 17,000,000 12 dok 17,510,000 17.000,000 17,000,000
& Tngkat Desa dan Kelurahan Penanganan Covid 19 di Tingkat
Desa dan Kelwrahan (Dokumen)
_71= o1] 0% - Pregram Penyetenggarasn Urusan Persentase Koordinasi 58,800,000 50,564,000 60,0,000 58,002,000
: Peweriniahan Tmum Penyclengparnan Pemerintahan .
: t : Umum (%)
7| or] ss) 2 Penyelenggaraan Urusan 58,800,000 60.564,000 60,000,000 58,000,000
Pemeriniahan Umum sesual
Ponugasan Kepala Daerah
7 o1] os| 201] o= Pelaksanaen Tugas Foram Jumlah Dokumen Tugas Forum 12 dok 58,800,000 12 dok 60,564,000 69,000,000 60.000.000
Koordinasi Pimpinan di Kecamawn |Keordimngs: Prmpman di
Kecamatan (Dokumen)
3 _ Program Pembinsan dan Pengawasan | Persentase Disiplin Anggaran ] 75,000,000 ¢ T7250,000 ; 35,000,000 . 79,000,000
i Pemerintah Desa Desa (%) Pla 2 2|3 & . % 7 |: o
Per Usulan Masyarakat
yang diserujui dalam forum
Musrenbang Kecamatan (%)
7| eor| os| 201 Fasilitasl, Rekomendasi dan 75,000,000 77,250,000 85,000,000 79,000,000
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah Desa
71 o1 o0s| 201f o1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Jumlah Dokumen yang Perdes : 5,000,000 Perdes : 17, 9,250,000 9,000,000 9,000,000
Desa dan Peraturan Kepala Desa Difasilirasi dalam rangka 17, Perkades: 17,
Pemyusunan Peraruran Desa dan Perkades: SK: 6
Peraturan Kepala Desa 17,8K: 6
(Dokumen)
7| o1] o6 201 03 Fasilitasi Pengelolahan Keuangan  |Jumlah Dokumen yang 17 dok 30,000,000 34,000,000 32,000,000 35,000,000
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Desa dan
|Pendayagunaan Aset Desa
(Dokumen)
7] 01 06| 201 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 3 dok 10,000,000 3 dok - 12,000,000 -
Kepela Desa rangka Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa (Dokumen)




IARULE RINERIA UAT AERANTUGRAA FEAUATAAS LANLN 3
KONDISI KINERJA PATMA

AKHIR PERIODE (2026)

P |
CAPAIAN TAHUN
- NDIK ’
z gzl 2 Z Z | URUSAN 7 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ Kl: G?L'}&L%‘LE“&%‘:’:;K‘ AWAL 3035 Sk 2028 2026
z |23 3 R KEGIATAN / SUB KEGIATAN Saroandi PERENCANAAN
Z|5= é g |Zg (¢ ) (2021)
- B = I < Target Anggaran (Rp) Target Anggarsn (Rp) Target Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp) Target Anggaran (Rp)
4 2 3 4 s 6 7 8 9 I i1 12 13 14
06] 2.01] 09 Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan |.Jumiah Dokumen Sinkromsasi 1 dok 30,000,000 1 dok 34,000,000 32,000,000 35,000,000
Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Desa Dacrah dengan Pembangmunan
Desa (Dokumen)




rencana strategls 2012 - 2016

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategi Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores
Timur Tahun 2023 = 2026 yang memuat dasar, tujuan, strategi dan prioritas program,
kegiatan dan sub kegiatan dan indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Kantor Camat Solor Tinur Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun kedepan

Rencana Stratepis Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023 ~ 2026  ini
merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPJIMD)
Kabupaten Flores Timur demi pembangunan dacrah 4 tahun kedepan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat,
dan komitmen dari scluruh aparatur di Kecamatan, karena akan menentukan
keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana
Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara
substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan.

Semoga Rencana  Strategis Kantor Camat  Solor Timur ini dapat
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan
secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya manusia dan masyarakat yang
maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.

Menanga, 26 Februari 2022.

CAMAY SOLOR TIMUR,

Abdul Wahid Bapa Ana, SE.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196608162000031008

Hal. 34



LAMPIRAN



SALINAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu
disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan

M Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores

Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Percncanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam haruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),/



]

echagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757},

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14

Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Peiubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores
Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);

. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1

Tahun 2013 tentang Sistem  Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur

Nomor 0085);

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0161); e =



8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Dncrflh
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita
Daecrah  Kabupaten Flores Timur Tahun 2022
Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

Dacrah adalah Kabupaten Flores Timur.

. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Bupati adalah Bupati Flores Timur.

. Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat

Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk
periode 20 (dua puluh] tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengarr tahun 2025.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-
2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun
terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023
sampai dengan tahun 2026.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka menengah daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program scbagai

prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai
sasaran. »



13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan  dan
mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.

14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (outputf), hasil (outcome), dan dampak (impact).

16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak -
langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB 11
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-
2026. '

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud -pada ayat (1) disusun
berpedoman pada RPD.

(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistenmatika sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan

b. BAB Il : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

c. BAB I : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
d. BABIV : Tujuan dan Sasaran

e. BABV : Strategi dan Arah Kebijakan

f. BAE VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

h. BAB VIII : Penutup

(4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
BAB III
- PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun
2023-2026/ : '



Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi
sebagai:

a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai

dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan
rancangan RKPD; dan

b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam
pelaksanaan  pembangunan  dan  penyelenggaraan = urusan
pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal S

(1) chal-a PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan
RPD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita: Daerah
Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022
BUPATI FLORES TIMUR,
ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN FLORES TIMUR,
ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA EAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I
NIP.19780426 200212 1 007




